WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 3z TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALEMBANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, yang menyatakan dalam hal Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD Kabupaten/kota,
maka penanganan penanggulangan bencana diwadahi
dengan fungsi yang bersesuaian dengan  fungsi
penanggulangan bencana, sehingga perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Palembang agar berkesesuaian dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Palembang;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang......
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11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016
Nomor 6} sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2022 Nomor 6);

Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Palembang;

MEMUTUSKAN.....




Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA PALEMBANG.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2022 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB 1l
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan
unsur pelaksana wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kota dibidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan
kebakaran dan sub urusan bencana.

(2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali
Kota melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Seksi Pencegahan dan Inspeksi

Pasal 11

(1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi dipimpin oleh Kepala Seksi
Pencegahan dan Inspeksi.

(2) Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai fugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang
Pencegahan dan Inspeksi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai
fungsi:

a. pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen
kajian resiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya
penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan
dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;

b. pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan
kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah
kota;

c. pendataan.....
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c. pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan
inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan
penyelamatan dalam wilayah kota;

d. pelaksanaan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi
kepada kelompok sosialisasi dan edukasi kepada kelompok
masyarakat pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui
pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar),
Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen
Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan
kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan
penanggulangan kebakaran;

e. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan alat pencegah
kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat/sarana
penyelamatan jiwa pada badan usaha dan masyarakat;

f. pelayanan informasi rawan bencana;

g. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana;

h. penataan dan sistem dasar penanggulangan bencana;

i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi
terkait;

j. pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
terkait dengan tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paragraf 2
Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran

Pasal 18

(1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran dipimpin
oleh Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non
Kebakaran.

(2) Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang dibidang Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {2), Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non
Kebakaran mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi pada
kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non
kebakaran lainnya dalam wilayah kota;

b. penyelenggaraan layanan respon cepat (response time)
penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak pada
kejadian non kebakaran dalam wilayah kota;

c. pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warga negara
yang menjadi korban dan terdampak non kebakaran;

d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi
terkait;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
terkait dengan tugasnya.

Pasal II.....
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Pasal Il
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

2023

SHARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 ssxewew 2023
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

A

GUNAWAN
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR 3%




